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PELAKSANAAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA ANTARA 
PERUSAHAAN DENGAN PEGAWAI DI MOMMILK SURAKARTA 
 
Abstrak 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerja antara pegawai 
dengan Mommilk Surakarta dan pemutusan hubungan kerja antara pegawai dengan 
perusahaan. Penelitian ini akan dilakukan di Mommilk Surakarta, dengan metode 
pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dengan metode analisis secara 
kualitatif. Hasil analisis data diperoleh bahwa Mommilk Surakarta dalam menerapkan 
sitem perjanjian kerja waktu tertentu dipergunakan istilah “pekerja kontrak”. Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Undang-Undang 
Ketenagakerjaan). Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja Antara Pegawai   Mommilk 
Surakarta  menggunakan menurut UU No. 13 tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan, 
pihak perusahaan dapat saja melakukan PHK dalam berbagai kondisi seperti di bawah 
ini:  Pengunduran diri secara baik-baik atas kemauan sendiri, Pengunduran diri secara 
tertulis atas kemauan sendiri karena berakhirnya hubungan kerja, Pengunduran diri 
karena mencapai usia pension, Pekerja melakukan kesalahan berat, Pekerja ditahan 
pihak yang berwajib, Perusahaan/perusahaan mengalami kerugian, Pekerja mangkir 
terus menerus, Pekerja meninggal dunia, Pekerja melakukan pelanggaran dan  
Perubahan status, penggabungan, pelemburan atau perubahan kepemilikan dan 
penetapan jangka waktu paling lambat 14 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri, 
pengusaha harus memberikan jawaban atas permohonan pengunduran diri tersebut. 
Pengusaha tidak memberi jawaban dalam batas waktu 14 hari, maka pengusaha 
dianggap telah menyetujui pengunduran diri secara baik tersebut (Pasal 26 ayat 3 dan 4) 
Kepmenakertrans 78/2001). 
 
Kata Kunci : Pelaksanaan perjanjian kerja dan pemutusan hubungan kerja   
 
Abstract 
The purpose of this study to determine the implementation of employment agreements 
between employees with Mommilk Surakarta and termination of employment between 
employees and companies. This research will be conducted in Mommilk Surakarta, with 
the method used in this research with qualitative analysis method. The result of data 
analysis found that Mommilk Surakarta in applying the system of certain time work 
agreement is used the term "contract worker". Law Number 13 Year 2003. 
Implementation of Termination of Employment Between Employees of Mommilk 
Surakarta using according to Law no. 13 Respect for employment, the company may 
laid off in the following circumstances: Resignation on a voluntary basis, written 
resignation in writing due to termination of employment, resignation due to retirement 
age, Workers Make mistakes, the employee is detained by the authorities, the  Company 
suffers losses, the Employee is lost to follow-up, the Worker dies, the Worker commits 
an offense and changes the status, merger, or change of ownership and determination 
period not later than 14 days before the start date of the withdrawal (The last date of 
work), the employer must provide an answer to the resignation request. And in the case 
of an employer not providing an answer within 14 days, the employer is deemed to have 
approved such resignation (Article 26 paragraph 3 and 4) Kepmenakertrans 78/2001). 






Landasan konstitusional yang mengatur tentang ketenagakerjaan 
disebutkan pada Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. Perihal isi ketentuan dalam batang tubuh yang 
ada relevansinya dengan masalah ketenagakejaan, terutama terdapat pada Pasal 
27 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 
menentukan bahwa: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan 
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. 
Tenaga kerja adalah tulang punggung dalam peningkatan pembangunan 
pada umumnya, pertumbuhan industri pada khususnya. Oleh karenanya seluruh 
kegiatan yang yang dilakukan tenaga kerja akan mengandung aspek hubungan 
sosial, hubungan hukum dan hubungan antar/intern organisasi yang dapat 
menimbulkan hak dan kewajiban dan dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai yang 
terkandung dalam Pancasila. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 13 
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pengertian tenaga kerja adalah: “Setiap 
orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau 
jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”.1 
Keberadaan pekerja dalam melakukan hubungan hukum berupa hubungan 
kerja sangat memerlukan perlindungan hukum
2
. Kepastian hukum terhadap 
ketenagakerjaan di Indonesia dituangkan dalam Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang isinya terdiri 
dari XVIII BAB, dan 193 Pasal. Dicantumkan dalam Pasal 2 UU 
Ketenagakerjaan, pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila dan 
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3
. 
Menurut Pasal 1 angka 14 UUKK perjanjian kerja adalah perjanjian 
antara pekerja/ buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-
syarat kerja, hak, dan kewajiban seseorang
4
. Substansi perjanjian kerja yang 
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Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1; 
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dibuat tidak boleh bertentangan dengan perjanjian perburuhan atau Kesepakatan 
Kerja Bersama (KKB)/ Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang ada, demikian 
halnya dengan peraturan perusahaan, substansinya tidak boleh bertentangan 
dengan KKB/ PKB
5
. Oleh karena itu agar keberadaan suatu perjanjian diakui 
oleh undang-undang (legally concluded contract) haruslah sesuai dengan syarat-
syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Pelaksanaan perjanjian kerja 
pada Mommilk Surakarta terjadi karena adanya perjanjian kerja dalam bentuk 
tertulis yang dibuat oleh Mommilk Surakarta itu sendiri, yang isinya telah 
diketahui dan disepakati oleh pekerja. 
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan suatu hal yang merupakan 
kegiatan yang sangat ditakuti oleh pekerja/buruh yang masih aktif bekerja. Hal 
ini karena kondisi kehidupan politik yang goyah, kemudian disusul dengan carut 
marutnya kondisi perekonomian yang berdampak pada banyaknya industri yang 
gulung tikar dan tentu saja berdampak pada Pemutusan Hubungan Kerja yang 
dilakukan dengan sangat tidak terencana. Kondisi inilah yang menyebabkan 
orang yang bekerja pada waktu ini selalu dibayangi kekhawatiran dan 
kecemasan, kapan giliran dirinya diberhentikan dari pekerjaannya yang menjadi 
penopang hidup keluarganya. 
Pada saat ini PHK karena alasan efisiensi masih menjadi polemik karena 
terdapat dua penafsiran berbeda yang disebabkan karena ketentuan pasal 164 
ayat (3) UU. No. 13 Tahun 2003, dalam praktik peradilan ketentuan pasal yang 
mengatur mengenai efisiensi, masih melakukan efisiensi maka perusahaan dalam 
kondisi tutup. Namun  ada yang menafsirkan bahwa perusahaan tidak perlu tutup 
untuk melakukan efisiensi apabila tindakan perubahan tersebut justru dapat 
menyelamatkan perusahaan dan sebagian pekerja yang lainnya.
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Penulis tertarik mengkaji pelaksanaan perjanjian penyediaan tenaga kerja 
ini dan menuangkannya dalam suatu skripsi yang berjudul: PELAKSANAAN 
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA ANTARA PERUSAHAAN DENGAN 
PEGAWAI DI MOMMILK SURAKARTA. 
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2. METODE PENELITIAN 
Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan  
dengan pendekatan non-doktrinal yang kualitatif
7
. Hal ini disebabkan di dalam 
penelitian ini, hukum  tidak  hanya  dikonsepkan  sebagi  keseluruhan  asas-asas 
dan kaidah yang mengatur  kehidupan  manusia  dalam  masyarakat,   melainkan 
meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses yang  mewujudkan berlakunya 
kaidah-kaidah itu dalam masyarakat, sebagai  perwujudan makna-makna 
simbolik dari pelaku sosial, sebagaimana  termanifestasi dan tersimak dalam dan 
dari  aksi  dan  interkasi  antar mereka. 
Penelitian ini akan dilakukan di Mommilk Surakarta.  Penentuan lokasi 
penelitian ini dilakukan secara purposive. Tipe  kajian  dalam  penelitian  ini  
lebih  bersifat  deskriptif,  karena  bermaksud menggambarkan secara jelas 
(dengan tidak menutup kemungkinan pada taraf tertentu juga akan 
mengeksplanasikan/ memahami) tentang berbagai  hal  yang terkait dengan objek 
yang diteliti, yaitu: Pelaksanaan perjanjian kerja antara pegawai dengan 
Mommilk Surakarta, serta tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan perjanjian kerja 
antara pegawai dengan Mommilk Surakarta. 
Adapun data-data primer ini akan diperoleh melalui para informan dan 
situasi sosial tertentu, yang dipilih secara purposive, dengan menentukan 
informan dan situasi soisal awal terlebih dahulu. Penentuan informan awal, 
dilakukan terhadap beberapa informan  yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 
1) mereka yang menguasai dan memahami fokus permasalahannya melalui 
proses enkulturasi; 2) mereka yang sedang terlibat dengan (di dalam) kegiatan 
yang tengah diteliti dan; 3) mereka yang mempunyai kesempatan dan waktu 
yang memadai untuk dimintai informasi.  
Penentuan informan lebih lanjut akan dilakukan terhadap informan-
informan yang  dipilih  berdasarkan  petunjuk/saran  dari  informan  awal,  
berdasarkan  prinsip-prinsip snow bolling dengan tetap berpijak pada kriteria-
kriteria di atas. Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, akan 
dikumpulkan melalui tiga cara, yaitu: melalui wawancara, observasi dan studi 
kepustakaan. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kerja Antara Pegawai Dengan 
Mommilk Surakarta 
Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di Mommilk Surakarta, 
didapatkan bahwa Mommilk Surakarta dalam menerapkan sitem perjanjian kerja 
waktu tertentu dipergunakan istilah “pekerja kontrak”. Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Undang-Undang Ketenagakerjaan). 
Dan berdasarkan pasal 59 ayat (7), maka demi hukum perjanjian kerja waktu 
tertentu di Mommilk Surakarta berubah secara otomatis menjadi perjanjian kerja 
waktu tidak tertentu. Perusahaan menerapkan sIstem kerja kontrak dengan 
maksud dapat menghemat pengeluaran perusahaan dalam merekrut seorang 
pekerja. Agar dapat terlihat etos kerja seorang pekerja, maka kualitas pekerja 
tersebut dapat terlihat setelah melewati masa perpanjangan kontrak atau 
pembaruan kontrak karena menurut perusahaan membutuhkan waktu yang 
cukup lama untuk pekerja dalam memahami pekerjaan dan lingkungan kerjanya. 
Selain itu, apabila pekerja langsung diangkat menjadi Perjanjian Kerja Waktu 
Tidak Tertentu, maka perusahaan akan menanggung kewajiban yang begitu 
besar karena konsekwensi menerima pekerja tetap akan terkait dengan hak-hak 
seperti lembur, upah, PHK, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dengan sistem 
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu setidaknya perusahaan akan lebih diuntungkan 
karena setelah pekerja tersebut diangkat menjadi pekerja dengan karyawan, 
pekerja tersebut sudah teruji keahliannya. Selanjutnya, meskipun fasilitas yang 
diberikan baik kepada pekerja kontrak maupun pekerja tetap tidak ada 
perbedaan, namun perusahaan dapat menghemat dalam memberikan gaji karena 
selama pekerja diperjanjikan dengan sistem kontrak, maka gaji yang diberikan 
adalah hanya sesuai dengan UMP. 
Hal ini membuktikan bahwa meskipun pekerja kontrak tetap dihargai 
dengan diberikan fasilitas yang sama dengan pekerja karyawan, namun masih 
saja ada perbedaan hak-hak antara pekerja dengan sistem karyawan dengan 
karyawan khususnya masalah gaji. Adapun Bentuk perjanjian kerja kontrak di 
Mommilk Surakarta dilakukan secara tertulis dan calon pekerja diberikan waktu 




Berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (2) perjanjian kerja waktu tertentu 
hanya dapat dilakukan secara tertulis. Apabila dilakukan secara lisan maka 
perjanjian kerja waktu tertentu tersebut maka dinyatakan sebagai perjanjian 
kerja waktu tidak tertentu. Selain itu, Mommilk Surakarta menerapkan masa 
percobaan pada setiap pekerja yang direkrutnya termasuk pekerja kontrak. Hal 
ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2003 yang mensyaratkan tidak boleh menerapkan masa percobaan pada 
perjanjian kerja waktu tertentu dan apabila tetap dilakukan maka perjanjian kerja 
tersebut menjadi batal demi hukum.  
Waktu yang diberikan untuk masa kerja pekerja kontrak adalah 12 
(duabelas bulan) atau 1 (satu) tahun untuk tahun pertama, dan ada yang 
diperpanjang sampai 2 (dua) kali. Hal ini juga tidak sesuai dengan Pasal 59 
Undang-Undang Ketenagakerjaan karena dalam Pasal 59 ayat (4) dan 
berdasarkan pasal 59 ayat (7), maka demi hokum perjanjian kerja waktu tertentu 
di Mommilk Surakarta berubah secara otomatis menjadi perjanjian kerja waktu 
tidak tertentu.  
Berdasarkan penjelasan pihak pengusaha, jika perusahaan menghendaki 
memperpanjang kontrak atau tidak memperpanjang kontrak pekerja kontrak 
tersebut, maka 1 (satu) bulan sebelum kontraknya habis, perusahaan 
memberitahukannya kepada pekerja yang bersangkutan. Hal inipun lebih baik 
dari yang telah ditentukan dalam Pasal 59 ayat (5) yang menentukan paling lama 
7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir harus 
memberitahukan perpanjangan perjanjian kerja waktu tersebut kepada pekerja 
kontrak. Hal ini dimaksudkan agar pekerja tersebut mendapatkan kepastian 
sebelum berakhirnya kontrak kerjanya sehingga pekerja tersebut memiliki 
kesempatan mencari pekerjaan lain apabila tidak lagi diperpanjang. Begitupula 
sebaliknya, pekerja kontrak yang diperpanjang dapat tenang kembali dalam 
bekerja. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan pekerja, ada pekerja yang 
tidak memiliki kejelasan status dalam pekerjaan, apakah menjadi pekerja 
kontrak atau sudah menjadi pekerja tetap. Hal ini dikarenakan batas waktu 
perjanjian kerja kontrak telah melewati masa berlakunya, namun pekerja 




kerja tersebut diperpanjang atau pekerja tersebut diangkat menjadi pekerja tetap. 
Pekerja tersebut menyatakan selama masih digaji, dia terus bekerja meskipun 
statusnya belum jelas secara formil. 
Menurut manajer Human Resource Division (HRD), alasan belum 
dapat memberikan bukti formil ketika ada pekerja yang telah melewati 2 (dua) 
kali perpanjangan yaitu karena kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM).  
Kurangnya SDM di HRD menyebabkan sering terlambatnya bukti 
formil berupa surat keputusan pengangkatan pegawai yang sebelumnya pekerja 
kontrak menjadi pekerja tetap. Status yang tidak jelas dari pekerja Mommilk 
Surakarta, menyulitkan pekerja dalam melakukan penuntutan terhadap hak-hak 
yang harus diperolehnya dari perusahaan (Mommilk Surakarta), padahal 
Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan tegas mensyaratkan beberapa 
ketentuan yang harus dipenuhi untuk melakukan karyawan dalam suatu 
perusahaan.  
Tetapi pada praktiknya, Mommilk Surakarta tidak mematuhi ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Ketenagakerjaan 
yang salah satunya ketidaksesuaian tersebut yakni banyak jenis pekerjaan yang 
dilakukan bukan merupakan pekerjaan musiman, tetapi pekerjaan yang bersifat 
tetap. Meskipun pekerja kontrak yang diwawancarai oleh penulis seluruhnya 
mengatakan bekerja dengan system kerja kontrak membuat tidak tenang dalam 
bekerja, mereka tetap menjalani sistem kerja kontrak ini dengan alasan 
membutuhkan pekerjaan untuk keluarga. Dari alasan ini, terlihat bahwa 
kedudukan yang tidak seimbang menyebabkan pekerja hanya menerima saja 
bentuk karyawan dari Mommilk Surakarta karena para pekerja tersebut sangat 
membutuhkan pekerjaan demi memenuhi kebutuhan hidup yang kian meningkat 
meskipun system kerja yang digunakan perusahaan membuat hati mereka tidak 
tenang dalam bekerja.  
3.2 Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja Antara Pegawai   
Menurut UU No. 13 tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan, pihak 
perusahaan dapat saja melakukan PHK dalam berbagai kondisi seperti di bawah 
ini: 1) Pengunduran diri secara baik-baik atas kemauan sendiri, 2) Pengunduran 




Pengunduran diri karena mencapai usia pensiun. 4) pekerja melakukan 
kesalahan berat, 5) pekerja ditahan pihak yang berwajib, 6) perusahaan 
mengalami kerugian, 7) pekerja mangkir terus menerus, 8) pekerja meninggal 
dunia, 9) pekerja melakukan pelanggaran, 10) perubahan status, penggabungan, 
pelemburan atau perubahan kepemilikan. 11) pemutusan hubungan kerja karena 
alasan Efisiensi. 
3.3 Larangan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja 
Perusahaan dilarang melakukan PHK dengan alasan: pekerja 
berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu 
tidak melampaui 12 bulan secara terus-menerus. Pekerja berhalangan 
menjalankan pekerjaannya, karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pekerja 
menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya. Pekerja menikah.  Pekerja 
perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya. 
Pekerja mempunyai pertalian darah dan atau ikatan perkawinan dengan 
pekerja lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian 
kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Pekerja mendirikan, 
menjadi anggota dan/atau pengurus serikat pekerja, pekerja melakukan kegiatan 
serikat pekerja di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan 
perusahaan, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, 
peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. 
Pekerja yang mengadukan perusahaan kepada yang berwajib mengenai 
perbuatan perusahaan yang melakukan tindak pidana kejahatan. Karena 
perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis 
kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan. Pekerja dalam keadaan cacat 
tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang 
menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum 
dapat dipastikan. 
3.4 Peraturan mengatur mengenai jangka waktu pengunduran diri 
Dalam Pasal 162 ayat (3) Undang – Undang No. 13 tahun 2003 
mengenai Ketenagakerjaan diatur mengenai syarat bagi pekerja/buruh yang 




tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai 
pengunduran diri; tidak terikat dalam ikatan dinas; dan tetap melaksanakan 
kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri. 
Syarat pengunduran diri pekerja ini juga dapat dilihat dalam Pasal 26 
ayat (2) Kepmen Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 78/2001 tentang 
Perubahan Kepmenaker No. 150/2000 tentang PHK, Pesangon, dan lainnya yang 
berbunyi: pekerja/buruh mengajukan permohonan pengunduran diri secara 
tertulis dengan disertai alasannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari 
sebelum tanggal mulai pengunduran diri; pekerja/buruh tetap melaksanakan 
kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri; pekerja/buruh tidak 
terikat dalam Ikatan dinas. 
Dalam waktu paling lambat 14 hari sebelum tanggal mulai pengunduran 
diri (tanggal terakhir bekerja), pengusaha harus memberikan jawaban atas 
permohonan pengunduran diri tersebut. Dan dalam hal pengusaha tidak memberi 
jawaban dalam batas waktu 14 hari, maka pengusaha dianggap telah menyetujui 
pengunduran diri secara baik tersebut (Pasal 26 ayat [3] dan [4] 
Kepmenakertrans 78/2001). 
Dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat kita lihat bahwa hukum 
ketenagakerjaan Indonesia menetapkan permohonan pengunduran diri paling 
lambat/setidaknya harus sudah diajukan 30 hari atau sering dikenal dengan 
“one month notice” sebelum tanggal pengunduran diri/tanggal terakhir bekerja. 
Sehingga, UUK maupun Kepmenakertrans tidak menetapkan batas maksimal 
permohonan pengunduran diri diajukan tapi justru menetapkan paling lambat 30 
hari sebelum tanggal pengunduran diri. 
 
4. PENUTUP 
Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di Mommilk Surakarta, 
didapatkan bahwa Mommilk Surakarta dalam menerapkan sitem perjanjian kerja 
waktu tertentu dipergunakan istilah “pekerja kontrak”. Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Undang-Undang Ketenagakerjaan). Dan 
berdasarkan pasal 59 ayat (7), maka demi hukum perjanjian kerja waktu tertentu di 




tertentu. Perusahaan menerapkan sIstem kerja kontrak dengan maksud dapat 
menghemat pengeluaran perusahaan dalam merekrut seorang pekerja.  
Agar dapat terlihat etos kerja seorang pekerja, maka kualitas pekerja 
tersebut dapat terlihat setelah melewati masa perpanjangan kontrak atau pembaruan 
kontrak karena menurut perusahaan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk 
pekerja dalam memahami pekerjaan dan lingkungan kerjanya. Selain itu, apabila 
pekerja langsung diangkat menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, maka 
perusahaan akan menanggung kewajiban yang begitu besar karena konsekwensi 
menerima pekerja tetap akan terkait dengan hak-hak seperti lembur, upah, PHK, dan 
lain sebagainya.  
Oleh karena itu, dengan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu setidaknya 
perusahaan akan lebih diuntungkan karena setelah pekerja tersebut diangkat menjadi 
pekerja dengan karyawan, pekerja tersebut sudah teruji keahliannya. Selanjutnya, 
meskipun fasilitas yang diberikan baik kepada pekerja kontrak maupun pekerja tetap 
tidak ada perbedaan, namun perusahaan dapat menghemat dalam memberikan gaji 
karena selama pekerja diperjanjikan dengan sistem kontrak, maka gaji yang 
diberikan adalah hanya sesuai dengan UMP. 
Pelaksanaan peran dan fungsi dalam Perjanjian Kerja Bersama harusnya 
tetap diperhatikan dalam menentukan kebijakan atau keputusan yang menyangkut 
keberadaan karyawan. Karena dengan keterlibatan sejak awal dalam menentukan 
kebijakan yang menyangkut karyawan melalui peran dan dapat mencegah bagi 
adanya perselisihan hubungan industrial. 
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